T,

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pengujian
Kendaraan Bermotor Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota;

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam Provins Jambi telah
melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf adan b
diatas dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2000
Seri B Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi,
dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan K edua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel olaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Provins Jambi Nomor 6 Tahun 1999
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2000 Seri B Nomor 1).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
padatangga 31 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI,
dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
padatangga 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A.MAKDAMI FIRDAUS
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PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/K ota menyebutkan bahwa
penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan
terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan
pemerintahan yang dikel ola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Oleh karena itu, Peraturan
Daerah Provinsi Nomor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang dan dipandang perlu untuk dicabut.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
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